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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Pspk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang Hakim,  telah  menjatuhkan putusan sebagai  berikut  dalam perkara

Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, NIK. 1277016304890002, tempat/tanggal lahir,  Padangsidimpuan/

23  April  1989,  agama  Islam, pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan  Wiraswasta,  tempat

tinggal  di  Jalan  Mayor  Alboin  Hutabarat,  Keluruhan

Hanopan,  Kecamatan  Padangsidimpuan Selatan,

Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxx,  NIK.  1277011306880002,  tempat/tanggal  lahir

Padangsidimpuan/  13  Juni  1988, agama  Islam,

pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan

Wirawasta, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di

Jalan  Mayor  Alboin  Hutabarat,  Keluruhan Hanopan,

Kecamatan  Padangsidimpuan Selatan,  Kota

Padangsidimpuan,  saat  ini  tidak  diketahui  dimana

alamatnya,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  Wilayah

Negara Kesatuan RI (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  perceraian secara

elektronik dengan nomor register 682232-15052023JNZ  pada tanggal  15

Mei  2023 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kota

Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara

Nomor  112/Pdt.G/2023/PA.Pspk,  telah  mengemukakan  hal-hal  sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04  April  2009, Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan

Utara, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : 189/39/IV/2009, tertanggal 13 April 2009;

2. Bahwa pada waktu akad nikah,  Penggugat  berstatus Perawan

sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa  setelah  akad  nikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

bersama  sebagai  suami-istri  dan  pertama  kali  bertempat  tinggal  di

rumah orangtua Tergugat di  Janji Bangun, Lingkungan IV, Kecamatan

Padangsidimpuan  Utara   selama  1  (satu)  tahun,  kemudian  pindah-

pindah dan terakhir kali bertempat tinggal di rumah kediaman bersama

di  Kp.  Pos  Bitung,  Desa  Kadu,  Kecamatan  Curug,  Kabupaten

Tangerang, Provinsi  Banten selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun,

dan  sejak  bulan Februari  2020  antara Penggugat dan Tergugat telah

pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah

melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri  (Ba’da

dukhul), dan sudah dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak yang masing-

masing bernama:

4.1 xxxxxxxxxxxxx (Perempuan), lahir di Padangsidimpuan tanggal 

  04 Januari 2010, saat ini bersama Penggugat;

4.2 xxxxxxxxxx (Laki-laki), lahir di Padangsidimpuan tanggal 

  30 Desember 2012, saat ini bersama Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga  antara  Penggugat dan Tergugat

semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 10 (sepuluh) tahun
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usia  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  terjadi

perselisihan  dan  Pertengkaran  yang  terus  menerus  yang  sulit  untuk

dirukunkan kembali disebabkan:

5.1 Tergugat  kurang  dalam  memberikan  biaya  belanja

kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

5.2 Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas

dan pulang selalu larut malam bahkan terkadang tidak pulang ke

rumah berhari-hari;

5.3 Tergugat  menjalin  hubungan  asmara  dengan  wanita

lain;

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat

dan Tergugat  terjadi  sejak bulan Februari  2020 disebabkan Tergugat

masih menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga antara

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang

selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

didamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat  hingga

sekarang tanpa alasan yang jelas  dan sah dan selama itu  Tergugat

tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui

alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB)

berdasarkan surat keterangan  nomor 470/110/V/2023, dari  Kelurahan

Hanopan,  Kecamatan  Padangsidimpuan  Selatan,  Kota  Padang

Sidempuan;

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  Penggugat

menggugat  cerai  kepada  Tergugat  dan  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama Kota  Padang sidempuan agar  menjatuhkan talak

Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;
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Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Kota   Padang  sidempuan  untuk  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  dengan  memanggil  Penggugat  dan  Tergugat,  dan

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa

perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai

kuasanya,  padahal  Tergugat  telah dipanggil  secara patut  dan sah melalui

mass  media  oleh  Jurusita  Pengadilan  Agama  Kota  Padang Sidempuan

sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Pspk tanggal 15

Mei 2023 dan tanggal 15 Juni 2023 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan

alasan  yang  sah  menurut  hukum,  dan  pemeriksaan  terhadap  perkara  ini

dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa,  perkara  ini  tidak  dapat  di  mediasi  karena  Tergugat  tidak

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  Penggugat  mendaftarkan  perkara  ini  melalui  ecourt

Mahkamah  Agung,  oleh  karenanya  aturan  hukum  acara  yang  diterapkan

merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
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Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di

Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan

oleh  hukum,  maka  jawabannya  atas  gugatan  Penggugat  tidak  dapat

didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa,  untuk  menguat   kan dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa; 

Bukti Surat:

1. Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  Nomor:  470/111/V/2023

tanggal 11 Mei 2023 atas nama  xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh

Lurah  Hanopan,  Kecamatan  Padangsidimpuan  Selatan,  Kota

Padangsidimpuan,  telah  bermeterai  cukup  dan  di-nazegeling,  yang

oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,  diberi

tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor:  189/39/IV/2009, tanggal 13

April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan,  telah  bermeterai

cukup dan di-nazegeling,  yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor:  470/110/V/2023  tanggal  11

Mei  2022  atas  nama  xxxxxxxxxx yang  dikeluarkan  oleh  Lurah

Hanopan,  Kecamatan  Padang  Sidempuan  Selatan,  Kota  Padang

Sidempuan,  telah  bermeterai  cukup  dan  di-nazegeling,   yang  oleh

Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,

diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Saksi-Saksi:

1. xxxxxxxxx,  umur  67  tahun,  Agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Jalan  Imam  Bonjol,  Kelurahan  Aek

Tampang,  Kecamatan  Padangsidimpuan  Selatan,  Kota

Padangsidimpuan,  mempunyai  hubungan  sebagai  ibu  kandung

Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Pspk
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- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  menikah  sekitar  14  tahun

yang  lalu di  Kecamatan  Padangsidimpuan Utara, Kota

Padangsidimpuan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

terakhir di  Kp.  Pos  Bitung,  Desa  Kadu,  Kecamatan  Curug,

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

dikaruniai  anak  2  (dua)  orang,  saat  ini  anak  pertama  bersama

Penggugat dan anak kedua bersama Tergugat;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

semula rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai

tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan  dan  pertengakaran  karena  Tergugat  kurang

bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat

selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak  3

tahun yang lalu;

- Bahwa  Penggugat  yang  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman

bersama;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah  dirukunkan

oleh keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  untuk  merukunkan  Penggugat

dengan  Tergugat,  karena  saat  ini  tidak  diketahui  lagi  keberadaan

Tergugat;

2. xxxxxxxxxxx,  umur 62 tahun,  Agama Islam,  pendidikan SD, pekerjaan

petani,  tempat  tinggal  di  Jalan  Alboin  Hutabarat,  Kelurahan  Wek  VI,

Kecamatan  Padangsidimpuan  Selatan,  Kota  Padangsidimpuan,

mempunyai  hubungan  sebagai  bibi  Penggugat,  setelah  bersumpah

menerangkan:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Pspk
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- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  menikah  sekitar  14  tahun

yang  lalu di  Kecamatan  Padangsidimpuan Utara, Kota

Padangsidimpuan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

terakhir di  Kp.  Pos  Bitung,  Desa  Kadu,  Kecamatan  Curug,

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

dikaruniai  anak  2  (dua)  orang,  saat  ini  anak  pertama  bersama

Penggugat dan anak kedua bersama Tergugat;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

semula rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai

tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengakaran karena Tergugat selingkuh dengan

wanita lain;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak  3

tahun yang lalu;

- Bahwa  Penggugat  yang  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman

bersama;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah  dirukunkan

oleh keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  untuk  merukunkan  Penggugat

dengan  Tergugat,  karena  saat  ini  tidak  diketahui  lagi  keberadaan

Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah

menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam

berita  acara  persidangan  maka,  untuk  meringkas  putusan  ini  Hakim

memandang  cukup  dengan  menunjuk  berita  acara  persidangan  tersebut
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yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan

dan  berdasarkan  gugatannya  Penggugat  bertempat  tinggal  di  Kota

Padangsidimpuan, maka berdasarkan  ketentuan Pasal  49 huruf (a)  dan

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang

telah diubah dengan  Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

undang-undang Nomor 50 tahun 2009,  Hakim  telah beralasan dan berdasar

hukum untuk  memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat

dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga

sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat

(1)  Kompilasi  Hukum  Islam  Penggugat  mempunyai  legal  standing  untuk

mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  relaas  nomor

112/Pdt.G/2023/PA.Pspk  yang  dibacakan  dalam  persidangan  Penggugat

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap  dalam

persidangan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  relaas  nomor

112/Pdt.G/2023/PA.Pspk  tanggal  15  Mei  2023  dan  tanggal  15  Juni  2023

yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil melalui  mass

media secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil melalui mass media

sebanyak  dua  kali  secara  resmi  dan  patut  untuk  hadir  di  persidangan,

ternyata  tidak  pernah  hadir  dan  tidak  ada  mengutus  orang  lain  sebagai

wakil/kuasanya yang sah  dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang

sah; 
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Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  pemanggilan  Penggugat  dan

Tergugat  untuk  hadir  di  persidangan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  perubahan  kedua

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26

dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1)

dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan  dengan cara menasihati

Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami

isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan  pasal  154  R.Bg dan  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak

berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini

karena  Tergugat tidak  pernah  hadir, maka proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan,  akan  tetapi  Hakim  tetap  berusaha  mendamaikan  dengan

memberikan nasehat kepada  Penggugat agar rukun kembali sebagai suami

isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan

Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor

7 tahun 1989  tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 jo.  pasal  143  Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat

tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat  telah  mengajukan  alat bukti  surat  (P.1  sampai  dengan  P.3)

tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus

dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Materai,  harus

dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat

diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  bertanda  (P.1)  yang

merupakan  bukti  identitas  tempat  tinggal  Penggugat  adalah  suatu  akta

autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain

yang  dapat  melumpuhkannya,  sehingga  bukti  tersebut  secara  formil

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena

itu  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Penggugat  berdomisili  di  wilayah

yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya

menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P.2)  Fotokopi  Kutipan  Akta

Nikah  Nomor  189/39/IV/2009,  maka  telah  terbukti  menurut  hukum antara

Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxxxxxx) sejak tanggal 13 April

2009, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo. Pasal  4

Kompilasi  Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut  Penggugat dan

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri  dan sampai

sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P.3  yang  diajukan

Penggugat  dalam  persidangan  Hakim  menilai  bahwa  alat  bukti  tersebut

adalah alat bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.3 tersebut membuktikan

bahwa  xxxxxxxxxx telah  pergi  dan  tidak  tahu  dimana  alamatnya  sampai

dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat

adalah sejak 10 tahun setelah menikah, rumah tangganya dengan Tergugat

sudah  tidak  rukun  lagi  disebabkan  Tergugat  kurang  bertanggung  jawab

terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang
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jelas dan pulang selalu larut malam bahkan terkadang tidak pulang ke rumah

berhari-hari,  Tergugat  menjalin  hubungan  asmara  dengan  wanita  lain.

Akibatnya antara  Penggugat  dan Tergugat  berpisah rumah sejak  3 tahun

yang lalu,  bahkan tidak diketahui lagi alamatnya sampai dengan sekarang.

Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dasar  tuntutan  yang  diajukan

Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:  “Antara suami

isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  petengkaran  dan  tidak  ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga”, maka  Majelis

menerapkan ketentuan Pasal  22 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan  yang

berbunyi:  “Gugatan  tersebut  dalam ayat  (1)  dapat  diterima  apabila  telah

cukup  jelas  bagi  pengadilan  mengenai  sebab-sebab  perselisihan  dan

pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang

yang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang,  bahwa  mempedomani  ketentuan  pasal  tersebut,  Hakim

telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik

saksi  yang  berasal  dari  keluarga  maupun  orang  yang  dekat  dengan

Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam

pokok perkara;

Menimbang,  bahwa  mengenai  pertengkaran  dan  perselisihan

Penggugat  dan Tergugat  dan sebabnya hanya diketahui  kedua saksi  dari

cerita  dan  keterangan  Penggugat  kepada  Saksi  (testimonium de  auditu),

akan  tetapi  kedua  saksi  a  quo mengetahui  tentang   berpisah  rumahnya

Penggugat  dan Tergugat sejak  3  tahun yang lalu, bahkan  Tergugat  tidak

diketahui lagi alamatnya sampai dengan sekarang dan pihak keluarga telah

berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai

telah  berpisah  rumahnya  Penggugat  dan  Tergugat,  dan  tentang  adanya

upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain
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dan sejalan  dengan dalil-dalil  gugatan Penggugat,  hal  ini  sejalan  dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003

tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam

pertimbangan perkara ini,  yang menyatakan bahwa keterangan dua orang

saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts

gevolg)  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  dalil  pembuktian,  untuk  itu

harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini,

yang  menyatakan  bahwa  saksi  yang  tidak  melihat  secara  langsung

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah

rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan

sudah  sampai  pada  kualitas  terjadinya  pertengkaran  terus-menerus  yang

tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan ketiga orang saksi

a quo patut dinilai  telah memenuhi  syarat materil  sebagaimana ketentuan

Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat

diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  Penggugat  dan

keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal  04 April 2009 di

Kecamatan  Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan dan telah

dikaruniai dua orang anak;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat terus  menerus  terjadi

perselisihan dan  pertengkaran  disebabkan  karena  Tergugat  kurang

bertanggung  jawab  dengan  kebutuhan  rumah  tangga  dan  Tergugat

selingkuh dengan wanita lain;



Penggugat  dan  Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal  sejak  3 tahun

yang lalu, bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;



Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah  dirukunkan  oleh
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keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi  karena

Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat

selingkuh  dengan  wanita  lain,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah

rumah tempat tinggal  sejak  3 tahun yang lalu,  sampai  dengan dibacakan

putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan

di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat sekarang

tidak diketahui dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

bahwa  antara  suami  isteri  tidak  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  isteri,

sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)  huruf (f)  Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa  dengan  telah  diajukannya  perkara  ini  oleh

Penggugat ke Pengadilan Agama  Kota Padang Sidempuan berarti   dapat

disimpulkan  bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  sudah tidak

harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah

tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan

itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan  adanya  kenyataan  seperti  tersebut  di

atas,  maka  tentu  tidak  akan  ada  harapan  lagi  bagi  Penggugat  dengan

Tergugat  untuk  dapat  membina  rumah  tangga  yang  bahagia  sakinah,

mawaddah wa rahmah.  Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia

untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada

manfaatnya  lagi  untuk  tetap  mempertahankan  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat. Sebab kalaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan

menimbulkan kemudaratan, hal  ini  tentu bertentangan dengan kaidah fiqh

yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan

daripada kemaslahatan;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kenyataan  dan  pertimbangan

tersebut  di  atas,  harus  dinyatakan  bahwa  cerai  gugat  tersebut  telah

memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam.  Sehingga  cukup  beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,  dan  oleh

karenanya harus dinyatakan Tergugat  tidak hadir serta gugatan Penggugat

dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam

dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan: 

إذاَ إزَوجْإهاَ الزَْوجَْةإ رُغبْةَإ عدَمَُ شْتدَتّْ وإَ طلَقَْةً القَْاضإى علَيَهْإ طلَقَّ ل

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat

memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talaq suami

dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas gugatan Penggugat  patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2)

huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian  (feitlijke gronden) dan

fakta hukum (rechtlijke gronden) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir

di  persidangan  meskipun,  ia  telah  dipanggil  dengan  patut  dan  resmi

berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sedangkan

ketidakhadirannya  itu  tidak  ternyata  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang

dibenarkan  oleh  hukum,  sementara  gugatan  Penggugat  tidak  melawan

hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan

Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan
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hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
1. Menyatakan  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  Tergugat  (Xxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah  diputuskan  oleh  Hakim  dan  Putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik,  pada hari

Rabu  tanggal  20  September  2023 Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  4

Rabiul  Awal  1445  Hijriah  oleh  Fadlah  Mardiyah  Pulungan,  S.H.I.,  M.A

sebagai  Hakim,  dan  dibantu  oleh  Nazaruddin,  S.H sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh  Penggugat melalui alamat elektronik tanpa

hadirnya Tergugat.

                           

                            Hakim,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A
Panitera Pengganti, 

Nazaruddin, S.H

  Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

2. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00

3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
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5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
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